BABI
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Transportasi merupakan kebutuhan manusia yang sangat urgen, karena
untuk menuju suatu yang kita inginkan pasti tidak akan terlepas dari jasa
transportasi. Tingkat kesibukan sesecorang dan mobilitas yang tinggi, menjadikan.
jasa transportasi sebagai aji pamungkas untuk mencapai tujuan.”

Mengingat kepentingannya, sektor transportasi merupakan salah satu
sektor yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan. Dalam fungsinya
sebagai promotion sector dan servicing sector, transportasi telah memegang
peranan yang besar sebagai urat nadi perekonomian, Dengan demikian, sektor ini
berpotensi untuk menggerakkan berbagai potensi wilayah, meningkatkan
aksesibilitas dan mobilitas masyarakat, serta meningkatkan produktivitas kawasan
perkotaan 2

Sasaran utama pembangunan sektor transportasi di banyak wilayah adalah
untuk fnewujudkan adanya keseimbangan perkembangan sektor-sektor ekonomi,
terutama pada wilayah-wilayah dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang
tinggi. Peningkatan sarana prasarana transportasi bertujuan untuk menghubungkan

sentra-sentra komersial dan fasilitas umum yang tersebar letaknya dengan sentra-

1 Arief Qosim, “Selamat Datang Trans Jogja” Rubrik Suara Mahasiswa Kedaulatan Rakyat, 6 Februari
2008, hal, 17.
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sentra pemukiman penduduk, membuka kesempatan kerja, meningkatkan arus
perhubungan antar kota kawasan hinterland-nya >

Predikat kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan, kota pelajar, kota
wisata, kota seni dan budaya, serta berbagai predikat lainnya, telah menyebabkan
Kota Yogyakarta banyak dikunjungi oleh penduduk Iuar daerah bahkan wisatawan
dari luar negeri. Dengan visi Pemerintah Kota Yogyakarta yakni “Terwujudnya
Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan yang berkualitas, pariwisata yang
berbudaya, pertumbuhan dan pelayanan jasa yang prima, ramah lingkungan serta
masyarakat madani yang dijiwai semangat Mangayu Hayuning Bawana” mampu
memberikan energi yang cukup kuat untuk semakin memantapkan Kota
Yogyakarta sebagai kota yang menarik untuk dikunjungi. Atas dasar itu, upaya
perbaikan dan peningkatan jalan kota, sarana pengaturan lalu lintas serta
pengujian sarana transportasi menjadi salah satu prioritas program dan kegiatan
lima tahunan Pemerintah Kota Yogyakarta.”

Seiring perkembangan Kota Yogyakarta yang demikian pesat, jumlah
kendaraan bermotor yang melintasi jalan-jalan di kawasan Kota Yogyakarta, telah
meningkat dari tahun ke tahun, baik itu kendaraan umum maupun kendaraan
pribadi. Di wilayah Kota Yogyakarta saja, jumlah total kendaraan bermotor (roda
empat dan roda dua) juga telah mengalami penambahan yang cukup signifikan.
Yakni dari 260.496 buah di tahun 2004, meningkat menjadi 275.590 buah di

tahun 2005 dan meningkat lagi menjadi 290.466 kendaraan bermotor di tahun

% Dinas Perhubungan dan Pusat Studi Transportasi dan Logistik UGM, Studi Pola Jaringan Transportasi
.{alan Kota Yogyakarta, Pemerintah Kota Yogyakarta, 2003. hal. 1.
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2006.” Kurangnya keamanan dan kenyamanan di jalan seperti maraknya
kejahatan di jalanan seperti copet, jambret, dan lain-lain memaksa mereka
menggunakan kendaraan pribadi sebagai solusinya. Hal ini telah menyebabkan
semakin padatnya lalu lintas kota dari yang seharusnya. Hal ini tentunya
membutuhkan pemikiran bersama untuk mencari jalan keluar yang terbaik.

Hadirnya Bus Patas Trans Jogja mampu memberikan angin segar bagi
masyarakat Kota Yogyakarta. Kehadiran Bus Trans Jogja ini diharapkan juga
mampu memberikan solusi untuk mengatasi keruwetan lalu lintas di kawasan
Kota Yogyakarta, mengingat bus ini memiliki sistem transportasi langsung, cepat
dan hanya berhenti di halte-halte yang sudah ditentukan.” Sebagai kota pelajar
dan predikat lainnya, Yogyakarta membutuhkan lalu lintas jalan yang lancar.
Namun terkait dengan pengoperasian Bus Trans Jogja yang telah dilaunching
pada hari Senin, 18 Februari 2008 lalu, menurut penulis ada tiga hal yang patut
menjadi pertanyaan dan bahan renungan:

Pertama, pengguna jasa transportasi selalu mengutamakan kenyamanan
dan keamanan. Mampukah Bus Trans Jogja melayani seluruh lapisan masyarakat
dengan adil dan masalah kenyamanan dan keamanan menjadi prioritas utama ?

Kedua, pengguna jasa transportasi selain membutuhkan kenyamanan dan
keamanan, juga mempertimbangkan efisiensi waktu dan biaya. Terkait dengan ini,
mampukah Bus Trans Jogja memberikan layanan prima, tepat waktu dengan harga

yang terjangkau oleh masyarakat umu?

'2 BPS, Kota Yogyakarta dalam Anglka Tahun 2006/2007. hal. 210.
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Ketiga, Bus Trans Jogja adalah Bus Patas yang selama ini tidak memiliki
jalur khusus seperti jalur bus way di Jakarta. Hal ini tentu menjadi persoalan
tersendiri bila tidak segera diantisipasi oleh pemerintah sejak awal.
Pertanyaannya, mampukah Bus Trans Jogja menarik pengguna kendaraan
bermotor pribadi untuk beralih menggunakan bus patas tersebut sehingga
mengurangi kepadatan laiu lintas Kota Yogyakarta?.

Beberapa bertanyaan tersebut perlu penulis lontarkan terkait dengan
amburadulnya upaya pemeliharaan keamanan penumpang bus. Terbukti, belum
genap satu minggu setelah dilaunching, tepatnya pada hari Kamis, 21 Februari
2008 sore, di sebuah Bus Patas Trans Jogja telah terjadi aksi pencopetan saat bus
ber-AC tersebut memasuki Terminal Condong Catur.”

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian Sasana Integrasi dan Advokasi
Difabel (SIGAP) Yogyakarta menunjukkan bahwa pembangunan halte Bus Trans
Jogja belum memenuhi prinsip-prinsip hak azasi manusia, terutama kaum difabel
untuk menikmati fasilitas publik. Kondisi kurang nyamannya halte tersebut

antara lain disebabkan karena hampir semua ram halte (tempat naik atau turun)

tentang Persyaratan Teknis Aksesibilitas pada Bangunan dan Lingkungan.
Padahal disana jelas-jelas ditegaskan bahwa kemiringan maksimal ram adalah 6
derajat untuk di luar bangunan dan 7 derajat untuk dalam bangunan. ®

Menurut Direktur Ad Interim SIGAP, Suharto, kondisi kurangnya

nyamannya halte juga terlihat dari adanya ram yang berhadapan langsung dengan
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selokan yang cukup dalam, dengan pohon, tiang listrik, tiang bendera serta tidak
adanya pagar pembatas atau penghalang yang menjadi pengaman bagi pengguna.
Hal tersebut masih ditambah oleh banyaknya ram yang sempit dan tidak bisa
dilalui oleh kursi roda, banyaknya pegangan tangan yang sudah rusak dan tidak
dibangun sesuai dengan standar bangunan, serta bagi difabel tuna netra dan tuna
rungu tidak tersedia fasilitas suara dan tulisan yang akan membantu untuk
mengakses. Kondisi yang demikian itu menunjukkan bahwa Bus Trans Jogja
masih memiliki beberapa masalah. Apalagi masih ada beberapa halte yang jarak
antara pintu halte dengan pintu bus terlalu jauh sehingga sulit diakses oleh difabel
yang memakai kursi roda atau kruk, orang hamil, orangtua dan anak-anak. *

Kemudian berdasarkan hasil kajian Pusat Studi Transportasi dan Logistik
(Pustral) UGM dapat diketahui bahwa sistem yang dikembangkan Pemkot
Yogyakarta terkait dengan rencana operasional bus patas di Yogya, lebih terkesan
memindahkan resiko finansial dari pengusaha ke pemerintah. Risiko finansial ini
dimitigasi dalam bentuk subsidi pemerintah kepada penguszha atau operator.
Hasil kajian Pustral memperkirakan bahwa besamya subsidi berkisar Rp 20
milyar atau sekitar 5% dari APBD Kota Yogya. '®

Salah satu upaya mengurangi resiko rugi, pihak pengelola (Dinas
Perhubungan Kota Yogyakarta dan PT Tugu Jogja Transportasi atau lebih dikenal
dengan PT JTT) tentu dengan memberikan tarif yang cukup tinggi pada

masyarakat dan pelajar. Konon tarif riilnya berkisar berkisar antara Rp. 5.000

" Kedalaan Rkya, i, hal 23
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hingga Rp 6.000, namun karena disubsidi maka tarifnya nanti Rp 3.000 untuk
masyarakat umum dan Rp 2.000 untuk pelajar dan mahasiswa '?

Bila tarif itu dinilai terlalu tinggi oleh masyarakat umum, sementara bus
atau alat transportasi lainnya dinilai lebih murah dan efisien dilihat dari sisi waktu
dan biaya, tentu Bus Trans Jogja akan ditinggalkan oleh masyarakat. Apalagi jika
masalah keamanan dan kenyamanannya tidak mendapat perhatian serius.
Seandainya ini terjadi, maka lalu lintas di Kota Yogyakarta justru akan semakin
padat dan semrawut akibat tetap banyaknya kendaraan bermotor pribadi yang
lewat, karena keberadaan Bus Trans Jogja dianggap tidak memberikan
keuntungan apapun bagi mereka.

Atas dasar berbagai pertimbangan tersebut, hal yang harus diketahui
masyarakat umum adalah mengenai proses formulasi kebijakan pengoperasian
Bus Trans Jogja, mulai dari latar belakang mengapa bus patas tersebut harus
diadakan hingga teraktualisasinya kebijakan pengoperasian Bus Trans Jogja.
Karena dengan diketahuinya berbagai hal tersebut oleh masyarakat Juas, maka
pengoperasian Bus Trans Jogja menjadi suatu kebijakan yang benar-benar dapat
dipertanggungjawabkan dan terhindar dari pandangan negatif karena tidak adanya
keterbukaan.

Apabila dalam proses formulasi kebijakannya sudah mengalami kesalahan
dan ketidakberesan, otomatis dalam pelaksanaan kebijakan tersebut akan terjadi
penyimpangan atau ketidakpuasan hasil yang dicapai dari pengoperasian Bus

Trans Jogja tersebut., Seperti yang dikeluhkan masyarakat terkait dengan
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pembangunan halte pemberhentian bus patas tersebut yang sudah dibangun cukup
“apik” dengan desain minimalis dan sederhana, namun ternyata dari sisi lokasi
dan penataan kurang memperhatikan kenyamanan publik terutama kaum difabel
yang selalu menggunakan kursi roda. Terbukti banyak ram yang terlalu curam,
dengan kecuraman mencapai 45 derajat. Selain itu banyak pula ram yang
terpasang berhadapan dengan taman, tiang listrik, tiang bendera atau bahkan
pohon.'” Atas dasar hal tersebut masyarakat bertanya-tanya atan menyangsikan
tentang proses pembuatan kebijakan, mengingat proses pembuatan haite bis
terkesan “asal-asalan” tanpa kontrol kualitas yang memadai dari pihak pemerintah
maupun PT Lendis Cipta Media sebagai pihak kontraktor

Berdasarkan realitas tersebut, penulis ingin mengkaji bagaimana proses
formulasi kebijakan pengoperasian Bus Trans Jogja mulai dari awal hingga akhir
yang melibatkan pihak ketiga dalam proses pengoperasiannya. Disamping juga
melihat sejauh mana keterbukaan pemerintah (transparansi) dalam segala
kebijakan yang dikeluarkannya untuk kepentingan masyarakat umum, demi
terciptanya Pemerintah Kota Yogyakarta yang bersih, jujur, adil, demokratis, dan
dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel) schingga menjadi pemerintahan yang

baik (Good Governance).

1. Perumusan Masalah
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1. Bagaimana Formulasi Kebijakan Pengoperasian Bus Trans Jogja di Kota
Yogyakarta?

2. Siapa yang paling dominan dalam proses pengoperasian Bus Trans Jogja
di Kota Yogyakarta?

3. Faktor-faktor apa yang berpengaruh dalam kebijakan itu?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian
1.3.1 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana Formulasi Kebijakan Pengoperasian Bus
Trans Jogja di Kota Yogyakarta, permasalahan yang terjadi dan bagaimana cara
mengatasi masalah tersebut.
1.3.2 Manfaat Penelitian

Dari sisi keilmuan diharapkan memperkaya literatur yang mengkaji
masalah kebijakan, khususnya kebijakan yang berhubungan dengan kepentingan
masyarakat banyak (publik) dan permasalahan kota (khususnya transportasi).

Secara praktis dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Kota
khususinya Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, apakah kebijakan pengoperasian
Bus Trans Jogja telah seswai dengan tujuan atau harapan yang ditetapkan atau

belum.

|
1.4. Kerangka Dasar Teori

Kerangka dasar teori adalah teori-teori yang digunakan dalam melakukan

manalitian cahinnra Lraniatan inl moniaAdl lalac cictamation dan ilmiah CQohsharnean
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dengan hal itu, penulis di sini akan memaparkan beberapa defisini dari teori itu
sendiri dari para ahli, disertai pula dengan definisi dari manajemen transportasi,
lalu lintas, fungsi bus patas, kebijakan publik, proses formulasi kebijakan, proses
pengambilan keputusan, dan formulasi kebijakan transportasi. Adapun definisi
dari masing-masing masing-masing istilah tersebut adalah sebagai berikut:

Teori itu sendiri menurut Kerlinger didefinisikan sebagai serangkaian
asumsi, konsep, konstrak, definisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu
fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar
konsep ¥

Sementara menurut Koentjoroningrat, teori merupakan pernyataan
mengenai sebab akibat atau mengenai adanya suatu hubungan positif antara
gejala-gejala yang diteliti di satu ataun beberapa faktor tertentu dalam
masyarakat,'”

Sedangkan menurut Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar:

Teori adalah sebuah ser konsep atau construct yang berhubungan satu

dengan lainnya, suatu set dari proposisi yang mengandung suatu

pandangan sistematis dari gejala. Sarana pokok untuk menyatakan
hubungan sistematis antara gejala sosial maupun gejala alam adalah teori
yaitu rangkaian yang logis dari satu proposisi atau lebih. Teori merupakan
informasi ilmiah yang didapat dengan cara meningkatkan abstraksi
pengertian maupun hubungan proposisi. 1)
Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa teori adalah suatu

set konsep yang saling berhubungan satu dengan lainnya di mana didalamnya

mengandung serangkaian asumsi asumsi, definisi dan proposisi dari fenomena

9 Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, Metode Penelitian Survai, LP3ES Jakartam, 1989, hal. 37.
13) K oentjoroningrat (1997) dalam Widiyanto, Op. Cit., hal. 10.
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sosial maupun alam yang hendak diteliti. Teori-teori tersebut digunakan sebagai
dasar atau pijakan dalam penelitian yang penulis lakukan.

Definisi-definisi mengenai teori apabila kita kaitkan dengan kerangka
dasar teori yang penulis gunakan yaitu mengenai formulasi kebijakan dari

pengoperasian Bus Trans Jogja, maka lahirlah kerangka dasar teori di bawah ini.

1.4.1. Manajemen Transportasi
1.4.1.1.Pengertian Transportasi

Terdapat beberapa definisi mengenai transportasi. Menurut Marlok,
transportasi berarti memindahkan atau mengangkat sesuatu dari satu tempat ke
tempat lain.!”

Menurut Bowersox, definisi transportasi adalah perpindahan barang atau
penumpang dari satu lokasi ke lokasi lain, dengan produk yang digerakkan atau
dipindahkan ke lokasi yang membutuhkan atau menginginkan. '®

Sementara menurut Papacostas, transportasi didefinisikan sebagai suatu
sistem yang terdiri dari fasilitas tertentu beserta arus beserta sistem kontrol yang
memungkinkan orang atau barang dapat berpindah dari suatu tempat ke tempat
lain secara efisien dalam setiap waktu untuk mendukung aktivitas manusia. '

Dari beberapa definisi tersebut secara umum penulis dapat menyimpulkan
bahwa transportasi adalah suatu kegiatan untuk memindahkan sesuatu (orang dan

atau barang) dari dari satu tempat ke tempat lain, baik dengan atau tanpa sarana

transportasi (kendaraan, pipa, dan lain-lain). Pemindaban ini harus menempuh

"
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suatu jalur perpindahan atau lintasan atau prasarana yang mungkin sudah
disediakan oleh alam, seperti sungai, laut dan udara atau jalur lintasan hasil kerja
pemikiran manusia (fnan made) seperti jalan raya, jalan rel dan pipa. Obyek yang
diangkut terdiri dari barang, paket, surat dan hasil industri transportasi berupa

barang (mobil, jembatan, peralatan, dan lain-lain) serta pelayanan (jasa).

1.4.1.2. Sistem dan Sarana Transportasi
Sistem transportasi dari suatu wilayah merupakan sistem yang terdiri dari
prasarana, sarana dan sistem pelayanan yang memungkinkan adanya pergerakan
ke seluruh wilayah, sehingga:
a. Terakomodasinya mobilitas penduduk
b. Dimungkinkannya ada pergerakan barang
¢. Dimungkinkannya akses ke semua wilayah. 2
Dalam suatu Kkegiatan transportasi, ada komponen-komponen yang
mempengaruhinya. Komponen-komponen tersebut dapat memiliki fungsi yang
berbeda sesuai dengan bentuk dan jenis komponen itu sendiri. Komponen tersebut
dapat berupa prasarana dan sarana.Yang dimaksud dengan prasarana di sini adalah
sesuatu yang dapat menjadi media terjadinya transportasi, seperti jalan raya, rel,
terminal, halte, sungai, laut, pipa, udara dan sebagainya. Sedangkan sarana adalah
sesuatu berwujud kendaraan berfungsi sebagai alat yang dapat memindahkan

sesuatu baik orang maupun barang untuk mencapai tujuannya. Sarana dapat

© e L Vi o et Aelae e lemimal Tawd  mnwalas Ane calocainen 21
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Agar kegiatan transportasi dapat berjalan baik, aman, tertib dan lancar sesuai
dengan keinginan, maka perlu adanya rencana operasi atau prosedur pengaturan
yang mengikat. Secara umum komponen transportasi dapat diuraikan sebagai
berikut:

1) Lintasan atau jalur sebagai tempat benda tadi bergerak

2) Terminal yang merupakan simpul keluar masuk kendaraan dari
maupun ke sistem dan sebagai tempat pergantian moda transportasi.

3) Kendaraan yang memberikan sesnatu mobilitas terhadap benda yang
diangkut untuk suatu jalur gerak tertentu dan dapat digerakkan di jalur
tersebut.

4) Rencana operasi atan prosedur pengaturan yang dapat menjamin
kegiatan transportasi (lalu lintas orang dan barang) bergerak secara
aman, lancar dan tertib.

Transportasi dilihat sebagai suatu sistem teknologi, mencakup lima
komponen, yaitu kendaraan, tenaga penggerak, jalur pergerakan, terminal dan
sistem pengendalian. Kelima hal tersebut dijabarkan dari kombinasi yang
memberikan tingkat dan kualitas pelayanan yang diperlukan sesuai dengan

kebutuhan dan tuntutan.

1.4.1.3 Peran dan Manfaat Transportasi
Kegiatan transoportasi bukan merupakan suatu tujuan, melainkan

mekanisme untuk mencapai suatu tujuan. Kegiatan masyarakat bersangkut paut

Anmrne harana Aan taena nntul mancnland alhaohthannuva vano haraneska racam
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dan kegiatan transportasi yang membuatnya mencapai tujuan yang diinginkan.

Secara ringkas peran tersebut adalah sebagai berikut:

1).

2)

Peran ekonomi

Sebagai sarana distribusi hasil produksi dan kegiatan ekonomi lainnya.
Peran sosial

Sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial antar

masyarakat.

3) Peran politis

Sebagai sarana menjaga persatuan dan kesatuan, membuka isolasi

pelayanan dan keamanan masyarakat.

4) Peran kewilayahan

Sebagai sarana untuk distribusi penduduk dan pengembangan wilayah.

5) Peran persatuan dan kesatuan bangsa, penghubung dan perekat

6).

bangsa (wawasan nusantara)
Industri dan perdagangan
Sebagai sarana pengembangan industri dan perdagangan, lokai,

regional, nasional, internasional/global.

1.4.1.4 Karakteristik Persoalan Transportasi

Karakteristik persoalan transportasi cukup kompleks dan dapat

dikelompokkan menjadi 4 (empat) macam,? yaitu:

2 Robert ] Kodoatie, Op. Cit., hal, 358-359,

13
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1) Multi moda

2)

Obyek dasar dalam transportasi adalah pergerakan manusia dan
barang dengan berbagai moda sehingga melibatkan banyak moda
transportasi. Walaupun dipusatkan dalam suatu area tertentu, sebagai
(-:ontoh terminal bus atau bandar udara, aspek multi moda atau
keterlibatan lebih dari satu moda tidak dapat dihindarkan dan akan
selalu mengemuka. Pihak perencana mesti memperhatikan bagaimana
interaksi antar: pergerakan internal didalam daerah kajian (misalnya
terminal atau bandar udara) dengan pergerakan eksternalnya. Artinya,
harus diperhatikan moda lain selain bus (untuk terminal) atau pesawat
udara (untuk bandar udara).

Multi disiplin

Kajian transportasi akan mencakup aspek yang beragam. Mulai
dari karakteristik pergerakan, karakteristik pengguna jasa sampai
dengan karakteristik prasarana dan transportasi itu sendiri. Hal ini
menyebabkan banyaknya disiplin ilmu yang terlibat. Disiplin ilmu
yang terlibat antara lain keteknikan, ekonomi, geografi, sosial politik,
psikologi, matematika, riset operasi, komputer dan hukum. Artinya,
persoalan transportasi tidak dapat dilihat hanya dari sudut pandang

ilmu saja.

3) Multi sektoral

Banyak sektor lembaga atau pihak yang terkait memiliki
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4)

akan melibatkan beberapa lembaga pemerintahan maupun swasta yang
masing-masing memiliki kepentingan yang berbeda. Untuk itu perlu
adanya koordinasi dan penanganan yang baik antar instansi tersebut.
Sebagai contoh, kasus perencanaan terminal. Maka pihak yang terkait
antara lain meliputi unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(Bappeda), Dinas Perhubungan, Badan Pertanahan Nasional (BPN),
Dinas Tata Kota (DTK), Kepolisian (Polisi Lalu Lintas/Polantas),
pengusaha bus, Organisasi Pengusaha Nasional Kendaraan Bermotor
di Jalan (Organda), Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda), masyarakat
lingkungan sekitarnya dan lain sebagainya.
Multi problem

Mengingat kajian transportasi merupakan kajian multi moda, multi
disiplin, multi sektoral, maka dengan demikian akan mengakibatkan
multi problem. Masalah yang dihadapi akan memiliki dimensi yang
cukup beragam dan luas. Mulai dari masalah yang berkaitan dengan
aspek pengguna jasa, aspek rekayasa, aspek operasional, aspek
ekonomi sampai dengan aspek sosial. Sebagai contoh dengan kasus
pengoperasian Bus Trans Jogja dan pembangunan sarana pra
sarananya, maka problem yang mungkin muncul antara lain:
a). Aspek keteknikan, misalnya, lapisan tanah yang jelek, sistem

drainase yang buruk, dll.
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c) Aspek pertanahan, misalnya, lahan yang terbatas, kepemilikan
yang kurang jelas, dll.

d) Aspek sosial, misalnya, penumpang yang tidak disiplin, adanya
pencopet/premanisme, dll.

€) Aspek lalu lintas, misalnya, gangguan lalu lintas karepa tidak

memiliki jalur khusus, perilaku pengemudi yang tidak disiplin, dll.

1.4.1.5 Manajemen transportasi

Istitah manajemen datang dari dari bahasa Inggris “management”. Istilah
ini terbentuk dari kata manus, tangan, yang berkaitan dengan kata menagerie,
yang berarti beternak. Menagerie juga berarti sekumpulan binatang liar yang
dikendalikan di dalam pagar. Kata manus berkaitan dengan kata menage yang
berasal dari bahasa Latin “mansionaticum” yang berarti pengelolaan rumah
besar.?® Atas dasar itu, manajemen bisa diartikan sebagai bagaimana menciptakan
usaha yang efektif (doing right things) secara efisien (doing things right) dan
produktif, melalui fungsi dan siklus tertentu, dalam rangka mencapai tujuan
operasional yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, pengertian manajemen transportasi adalah mempelajari
bagaimana menciptakan usaha yang efektif secara efisien dan produktif melalui
fungsi dan siklus tertentu, dalam rangka mencapai tujuan atau peran transportasi

serta untuk meminimalisir segala persoalan transportas.
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Ruang lingkup manajemen transportasi terlihat melalui fungsi-fungsi
manajemen:
1. Perencanaan transportasi
2. Pengorganisasian sumber-sumber transportasi
3. Penggunaan sumber-sumber transportasi
4. Kontrol transportasi
Sedangkan siklus manajemen menunjukkan proses yang menghubungkan
keempat fungsi manajemen melalui perencanaan dan balik ke pertencanaan
kembali, berturut-turut dan terus menerus. Siklus manajemen dapat pula disebut
siklus produk, mengingat setiap produk mempunyai engineering life (masa layak
teknikal) dan accounting life (masa layak ekonomikal) yang terbatas. Jika masa
layak ini habis, kualitas atau aspek lain produk harus ditingkatkan atau produk
didesain kembali. Siklus manajemen juga menunjukkan hubungan antar
lingkungan, produsen dan konsumen, bahkan dengan semua stakeholders (yang

berkepentingan), 2%

1.4.2. Lalu Lintas

1.4.2.1 Pengertian Lalu lintas

Pengertian lalu lintas menurut Undang-Undang Republik Indonesia
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kendaraan, orang dan hewan di jalan. 2 Dalam hal ini lalu lintas dan angl

jalan dikuasai oleh negara dan pembinaannya dikelola oleh pemerintah,

1.4.2.2. Manajemen Lalu Lintas
1. Tujuan Manajemen Lalu Lintas
Secara umum tujuan manajemen lalu lintas adalah meme
kebutuhan transportasi, baik saat ini maupun di masa mendatan

Adapun secara khusus, tujuan dari manajemen lalu lintas adalah:

a. Mendapatkan tingkat efisiensi dari pergerakan lalu lintas s
menyeluruh dengan tingkat aksessibilitas yang tinggi mc
penyeimbangan antara permintaan dengan sarana penunjang
tersedia.

b. Meningkatkan tingkat keselamatan dari pengguna yang dapat dits
oleh semua pihak dan memperbaiki tingkat keselamatan ter
sebaik mungkin

c. Melindungi, memperbaiki keadaan kondisi lingkungan di mana
lalu lintas tersebut berada

d. Mempromosikan penggunaan energi secara efisien ataupun peng
energi lain yang dampak negatifnya lebih kecil dari pada energi

ad&ZT)

29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomar 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas dan Anghutan Jala

Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 1 hal. 2.
2 Ahmad Munawar, Manajermen Lalu Lintas Perkotaan, Beta Offset, Yogyakarta, 2006, hal. 3.
1) Hary Purwanto (editor), Tentang Lalu Lintas dan Anghutan Jalen, Rangkuman dari Semua Kebijal
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2. Sasaran Manajemen Lalu Lintas

Sasaran manajemen lalu lintas pada prinsipnya adalah;

a. Mengatur dan menyederhanakan lalu lintas dengan melakukan
pemisahan terhadap tipe, kecepatan dan pemakai jalan yang berbeda
untuk meminimumkan gangguan terhadap lalu lintas.

b. Mengurangi tingkat kemacetan lalu lintas dengan menaikkan
kapasitas atau mengurangi volume lalu lintas pada suatu jalan.
Melakukan optimasi ruas jalan dan kontrol terhadap aktivitas-
aktivitas yang tidak cocok dengan fungsi jalan tersebut, 28

3. Identifikasi Masalah
Dalam melakukan identifikasi masalah sesuvai dengan tujuan dan
sasaran manajemen lalu lintas adalah didasarkan pada hal yakni keluhan

subyektif dan kriteria obyekif, 2

Keluhan obyektif, di mana masalah diidentifikasikan dari persepsi
seseorang. mengenai apa yang terjadi, baik kejadian tersebut dapat
diterima atau tidak. Masalah tersebut biasanya berkaitan dengan
kemacetan, keselamatan, biaya maupun kenyamanan perjalanan yang
dievaluasi orang secara subyektif dan bersifat pribadi.

Kriteria obyektif, dalam kriteria ini identifikasi masalah dilakukan
dengan kriteria dasar dengan melalukan evaluasi terhadap unjuk kerja
yang mempengaruhi sistem transportasi yang ada pada saat sekarang

(existing). Kriteria-kriteria tersebut adalah:

) Ibid, hal 63,
) Ibid, hal 63,

19
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a. Total waktu perjalanan, yang diperoleh dari mobilitas (kecepatan pa
jaringan jalan yang ditentukan oleh kecepatan ruas jalan d;
keterlambatan di persimpangan), aksesssibilitas ditentukan oleh loka
jaringan jalan dan ruasnya yang mempengaruhi rute yang akan dipak
dalam perjalanan.

b. Keselamatan, resiko kecelakaan yang diukur berdasarkan tingk:
kecelakaan.

c. Biaya, biayaperjalanan adalah penting dan berhubungan langsun
dengan efisiensi kecepatan operasi.

d. Kenyamanan, sangat dibutuhkan dan orang mau membayar lebih untu
mendapatkannya.

e. Lingkungan, melakukan evaluasi terhadap dampak lingkunga
terhadap dempak lingkungan dari operasi yang dilakukan.
f. Konservasi energi, penghematan terhadap penggunaan energi dengai
dilakukannya manajemen lalu lintas.
Skala waktu manajemen lalu lintas berdasarkan skala waktu dengan skal:
implementasi yang berbeda pula. Skala waktu tersebut diklasifikasikar
menjadi empat macam, yaitu: (1) seketika/mendesak, (2) jangka pendek
(3) jangka menengah,  (4) jangka panjang.
Untuk hal yang mendesak, perbaikan yang dilakukan adalah
perbaikan kontrol yang ada (persimpangan, parkir, dll). Dalam jangka

pendek dapat dilakukan perubahan arus lalu lintas dan sarana penunjang

1o e ren Treeovedern oommn —eo . 1. &% . ww oW
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jaringan jalan dan perubahan arah lalu lintas, pelebaran jalan dan
konstruksi jalan baru. Sedangkan untuk jangka panjang, dengan
melakukan perubahan arus lalu lintas berdasarkan pertumbuhan lalu lintas
dengan mengontrol pengembangan rencana perkotaan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, identifikasi permasalahan yang
dapat dilakukan adalah: manajemen lalu lintas, operasi angkutan umum,
pengembangan jaringan jalan, dan pengembangan jaringan transportasi
umum.

4. Strategi Manajemen Lalu Lintas

Dalam rangka mengurangi masalah lalu lintas dan transportasi
pada umumnya, dapat diterapkan strategi manajemen lalu lintas yang
secara prinsip dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Sistem pengontrolan lalu lintas

b. Informasi pada pemakai jalan

c. Road pricing

d. Modifikasi operasi angkutan umum
e) Modifikasi pemakai jalan.?”

Sistem pengontrolan lalu lintas merupakan pengaturan lalu lintas
yang berupa perintah atau larangan, perintah atau larangan tersebut dapat
berupa lampu lalu lintas, rambu-rambu lalu lintas, dan marka jalan.

Informasi kepada pemakai jalan merupakan upaya penjelasan kepada

R Sy R vy
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(mengemudi, parkir) yang baik, yang mematuhi semua peraturan lalu
lintas. Hal tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan tertib lalu lintas,
pemberian informasi sebelum dan pada saat melakukan perjalanan

Road pricing adalah pemberian beban biaya pada pemakai jalan. Beban
biaya ini dimaksudkan untuk menekan jumlah pemakai fasilitas
transportasi.

Modifikasi operasi angkutan umum merupakan upaya penataan dan
pemerataan penggunaan alat transportasi umum berikut sarana pra
sarananya sehingga tidak terjadi kemacetan lalu lintas. Modifikasi operasi
angkutan umum meliputi perbaikan operasi, perpindahan moda, efisiensi
manajemen angkutan umum.

Sedangkan modifikasi pemakai jalan merupakan upaya yang
dimaksudkan untuk merubah waktu perjalanan pemakai jalan, sehingga

penggunaan jalan selama 24 jam lebih merata dan efisien.

1.4.3 Fungsi Bus Patas
1.4.3.1 Pengertian
Bus patas adalah alat transportasi umum menggunakan kendaraan bus

dengan karakteristik semua penumpang mendapatkan tempat duduk.’” Ini
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Bus patas umumnya tidak memiliki jalur khusus sebagaimana busway.
oleh karena itu bus patas belum bisa digolongkan ke dalam Bus Rapid Transit
(BRT).

Bus Trans merupakan bagian dari bus patas yang biasanya beroperasi di
daerah tertentu yang penamaannya didasarkan pada daerah/kota mana bus tersebut
beroperasi (disebut Bus Trans Jakarta karena beroperasi di wilayah/kota Jakarta,
disebut Bus Trans Jogja karena beroperasi di wilayah/kota Yogyakarta, dan
sebagainya,

Bus Trans merupakan salah satu bentuk transportasi umum yang hanya

menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat-tempat tertentu (halte yang

-disediakan).

1.4.3.2 Klasifikasi

Bus patas dapat dibedakan menjadi due macam berdasarkan segi kualitas:

1. Bus Patas Tanpa AC
Pengguna bus patas ini mendapatkan tempat duduk, namun tidak
menggunakan air conditioner (ac) sebagai penyejuk udara dalam
ruangan bus, sehingga kondisinya sering panas dan menjadi tidak
nyaman

2. Bus Patas Ber-AC
Pengguna bus jenis ini selain mendapatkan tempat duduk, juga
mendapatkan kenyamanan karena udara dalam bus tetap scjuk berkat

adanya fasilitas ac dalam bus.

23
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1.4.3.3 Fungsi Bus Patas

Bus patas selain berfungsi sebagai alat transportasi bagi masyarakat
umum, bus jenis ini umumnya mengutamakan unsur kecepatan dan kenyamanan
penumpang. Sehingga keberadaan bus patas ini diharapkan dapat mengurangi
volume penggunaan kendaraan pribadi yang berpotensi menambah kepadatan lalu

lintas.

1.4.4, Kebijakan Publik
1) Pengertian

Istilah kebijakan atau kebijaksanaan (policy) menurut Carl Friedrich
adalah:

“Suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang divsulkan oleh
seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu
sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari
peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang
diinginkan.”*?

Thomas R Dye mendefinisikan kebijakan sebagai “is whatever
government choose to do or not to do.” (apapun yang dipilih oleh pemerintah

untuk dilakukan atau tidak dilakukan). **
Selanjutnya Dye mengatakan bahwa:

“Bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada
tujuannya (obyektifnya) dan kebijaksanaan negara itu harus meliputi
semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan
pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Disamping
itu sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah pun termasuk
kebijaksanaan negara. Hal ini disebabkan karena “sesuatu yang tidak

3 Solikhin Abdul Wahab, Aralisis Kebjjaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan, Bina
Aksara, Jakarta, 1997, hal 3.

TN 2w v s v ou e T & I = T I T B . v 7. T B N BRI s



3¢

gm P IH U TEEmAT puarede-in sy ezt Yopllatyeamorn pRBoy 1yman ypemer IWTLIT SO0T BE PR
VERULS (IS 1 aa) P2
SO RG] prapepe e upioperenu g LERBITIaL Y uibmmanen vt prg

pepilupzugun uckots pa) nn QUzCPUpKay pmicuy ecanwm daud gy
i zcRngin FuR paup quugetgpuy ogep bemeupsp b relusweny
bouidageny romBiugy bewcunssy sign bebupar ooy 29lg- fatice TS
PN fuqupen Deeuuimpr o pupgy eswggg-migts weLnbapuy
instare (ophepnpry) qus pepilogzongas uchune wn punie wie by
RS DEBISLINGY WG Aty wiejSKnrey zeengi WIEEY L2 age
gerunliquda yhe icuBaugmn papng:

TG QYT Gran (19 qyypEme ) -

BOLALIIGI CIOLAS 10 G0 ML By 1o oo, (ebbry 2008 qibiyp ojsp Lewciiesy
LpvwER g ke wenqeimeicey  kepilagou Lo 3t 15t T VA TRV I L RN
q!guﬁwy..'m'_,ﬂ
bo[ma  nuing vicucglat  prllnon grun wennlnggs  esemay Aoyl
AGPAPNURIY yeulsy urjuuia HOIIDIU-MBUGSIE [sieurn 26Lnta LIGCHil
2520006 kojowthop  opun bewsumesy  qups puSeanBen roysin
2SI fugakan ALl wenBsuwp  buga ooy AR qinenggon olop

L1etTRATE
ferysy pepilegsy wian gepflugemmssan {wonen) mennLng oy LLICgLIGYH

1) LonSeLunn

" wepihnyean fappge

[T
aojiuie beuRSunoan rugosumy bupsqr ¥ uik prihorsyar wousmpyy gebughon Lt
beumubun® pepiuBay [FeprLIqesl poz baryz w Glpatabien gabs T R Th o
murmy® pre loure Ju munnigy WEIR9SKIu nuent keceburon (90 KGCUAHDSY
goe betge 2ejmw pouyomasy ecpub NN ngurbougt puBl wurhgiapyg

I'¥°2°7 LeDE gne Lo



dilaksanakan” oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh (damjyak) yang
sama besarnya dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah. >¥

Sedangkan Irfan Islami menambahkan bahwa:

“Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan

dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai

tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh
masyarakat.” >

Dari beberapa pengertian tersebut maka dapat disimpulan bahwa kebijakan
publik adalah pilihan atau tindakan yang dilakukan maupun tidak dilakukan oleh
pemerintah. Dan dalam konsep demokrasi modern, kebijakan negara (publik)
tidaklah hanya berisi beberapa pikiran atau pendapat para pejabat yang mewakili
rakyat, tetapi opini publik (public opinion) juga mempunyai porsi yang sama
besarnya untuk diisikan (tercermin) dalam kebijakan-kebijakan negara (publik).
Setiap kebijakan negara harus selalu berorientasi pada kepentingan publik (public
interest).

Dari beberapa definisi diatas kemudian kita lihat dalam konteks kebijakan
pengadaan Bus Trans Jogja (termasuk dalam hal ini adalah pembangunan halte
dan sarana para sarana lainnya) oleh Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas
Perhubungan yang bekerja sama dengan pihak swasta dalam hal ini PT Jogja
Tugu Trans yang merupakan konsorsinm koperasi angkutan di DIY sebagai
operator dan PT Lendis Cipta Media selaku kontraktor pembangunan halte.
Pengadaan Bus Trans Jogja oleh pemerintah dan Dinas Perhubungan Kota
Yogyakarta memiliki banyak tujuan, yakni selain untuk mengurangi kemacetan

lalu lintas dan memberikan pelayanan transportasi yang lebih baik pada
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masyarakat, juga banyak tujuan lain. Jadi menjadi sangat tidak demokratis bila
kita lihat banyak keluhan dari masyarakat pengguna Bus Trans Jogja terutama
kaum difabel yang merasa dirugikan karena tidak bisa secara optimal
menggunakan fasilitas transportasi ini walaupun dari awal sudah digembar-
gemborkan bahwa fasilitas transportasi ini juga sudah mengakomodir kepentingan
kaum difabel (different ability) dengan memasang tangga khusus untuk kursi

roda, atau biasa disebut “ram”.

1.4.4.2 Ciri-ciri Kebijakan Publik

Menurut Cad Friendrich, kebijakan publik memiliki empat ciri sebagai
berikut:

Pertama, kebijakan lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan
(terencana) daripada sebagai perilaku atau tindakan yang acak dan kebetulan.

Kedua, kebijakan pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang
saling terkait dan berpola yang mengaraﬂ pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh
pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan yang
berdiri sendiri.

Ketiga, kebijakan bersangkut paut dengan apa yang sengaja dilakukan oleh
pemerintah dalam bidang-bidang tertentu, misalnya dalam nengatur perdagangan,
peningkatan inflasi, dan berkaitan dengan unsur masyarakat atau rakyat.

Keempat, kebijakan negara kemungkinan positif mungkin juga negatif.

Dalam bentuk yang positif, kebijakan negara mungkin akan mencakup beberapa
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tertentu. Sementara dalam bentuk yang negatif, ia kemw
keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertir
melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah diman:
pemerintah justru diperlukan.

Kebijakan publik lebih merupakan keputusan pemerini
instansi atau sebagai lembaga dan merupakan keputusan indivi
duduk didalam pemerintahan. Tetapi tidak sedikit dari sebuah ki
yang duduk di pemerintahan di atas dinamakan kebijakan publi

menguntungkan diri pribadi dan banyak mengesampingkan kepe:

1.4.5. Proses Formulasi Kebijakan
1.4.5.1 Pengertian Formulasi Kebijakan
Formulasi kebijakan berasal dari kata formulation yang b
yakni merupakan suatu tahapan di mana proses pembuatan keb
Formulasi kebijakan yang berupa pembangunan dan sintesis a
pemecahan masalah, pada dasarnya merupakan aktivitas konsept
Untuk memperjelas makna yang terkandung dalam k«
kebijakan, maka kita perlu mengemukakan beberapa pendapat
dinilai dapat membantu untuk memperoleh kejelasan yang dir

para pakar tersebut adalah sebagai berikut:
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“..... alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah. Alternatif
kebijakan melihat perlunya membuat perintah eksekutif, keputusan
peradilan dan tindakan legistatif.” "

2) Raymond Bauer, dalam tulisannya The Study of Policy Formulation,
memandang perumusan Kkebijakan pemerintah sebagai proses
pengalihragaman yang mengubah masukan-masukan politik menjadi
keluaran-keluaran politik. *®

3) Yeheszkel Dror menjelaskan secara rinct makna dari perumusan
kebijakan pemerintah, dengan mengatakan bahwa  pembuatan
kebijakan pemerintah itu adalah:

“Suatu proses yang amat kompleks dan dinamis yang terdiri
dari berbagai unsur yang satu sama lain kontribusinya berbeda-
beda terhadap perumusan kebijakan pemerintah tersebut.
Perumusan kebijakan pemerintah memutuskan pedoman-pedoman
umum untuk melakukan tindakan yang diarahkan pada masa depan
terumatama bagi lembaga-lembaga pemerintah. Pedoman-pedoman
umum tersebut secara formal dimaksudkan untuk mencapai apa
yang termaktub dalam istilah kepentingan umum dengan cara yang
sebaik mungkin.”**

Perumusan masalah dapat memberikan masukan-masukan pengetahuan
yang relevan dengan kebijakan yang mempersoalkan asumsi-asumsi yang
mendasari definisi masalah dan memasuki proses pembuatan kebijakan melalui
penyusunan agenda.

Perumusan masalah dapat memberikan asumsi-asumsi, mendiagnosa

masalah-masalah, penyebab-penyebab yang timbul, menetapkan tujuan-tujuan

3 William N Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta,
2003, hal. 24.
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yang memadukan pandangan-pandangan yang bertentangan dan perancangan

pokok-pokok kebijakan baru.

1.4.5.2 Tiga Bagian Penting Keputusan/Proses Politik

Ketiga bagian penting yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1) Input (Masukan)

Dalam model-model tradisional input-input berasal dari
lingkungan, kelompok, dengan cara tertentu berdampak terhadap sistem
politik. Dalam semua lingkungan didefinisikan secara luas dalam istilah-
istilah sosial ekonomi, fisik dan politik lingkungan tersusun tidak hanya
individu-individu, organisasi maupun partai-partai politik yang memiliki
kepentingan-kepentingan yang berlainan dan berusaha untuk
mempengaruhi  keputusan-keputusan agar nantinya tidak merugikan

kelompoknya, *®

2) Proses Politik (Formulasi Kebijakan)

Dalam proses ini terjadi pengolahan masalah-masalah yang telah
terkumpul dari kelompok kepentingan yang secara terbuka
mempengaruhi, megemukakan pendapat kepada pembuat keputusan
berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi. Pemerintahan dalam hal
ini cksekutif dan legislatif memproses kebijakan yang nantinya akan
membuahkan kebijakan. Hal ini terlalu sering dianggap sebagai kotak

hitam yang dari dalamnya muncul berbagai kebijakan atau justru di mana

40)

_Bill_.!cnkins dalam Michael Hill_, _T?ie }zo!icy I:roces.f, I-I_gryestn_:r \Yhe.a!ﬁh?a@ Hew York, 1993,
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3)

4)

sosiologis pola-pola aksi politik bisa ditentukan dalam ukuran dan variasi
mayoritas politik atau mode kontrol efir. *" Dalam proses keputusan
alternatif, pilihan-pilihan mulaj diperhitungkan dan dipertimbangkan baik
buruk dari akibat yang ditumbulkan oleh keputusan tersebut. Dan proses
ini dipandang sangat penting dari semua proses yang dijalankan karena
ini merupakan hal yang pokok.

Output (Hasil Kebijakan)

Terlalu sering kebijakan dipandang sebgai respon terhadap tekanan
(preasure), namun terkadang tidak ada tekanan, *” Kebijakan pemerintah
akan mendapat tekanan dari lingkungan apabila tidak memenuhi
keinginan dari masyarakat atau lingkungan itu sendiri. Dan tidak akan
mendapat tekanan apabila telah sesuai dengan keinginan lingkungan
tersebut. Analisis kebijakan sangat diperlukan untuk memahami apakah
sudah memenuhi tuntutan masyarakat dan apabila sudah diterima akan
segera dilaksanakan.

Analisis Kebijakan

E.S. Quade mengartikan analisis kebijakan sebagai suatu bentuk
analisis yang menghasilkan atau menyajikan informasi sedemikian rupa
sehingga dapat memberikan landasan dari para pembuat kebijakan dalam
membuat keputusan. * Dalam analisis kebijakan, kata analisis digunakan

dalam pengertian yang paling umum, termasuk penggunaan intuisi dan

manmrmnlranne mandannot cane mananlyen fidal hanua ronamnisan rahiialran



e e me——

e e —

izmiy 1ih ety melsb ar.Aunoib seid Abiton il plog-ploq siunloizoz
fipeu oA 232079 aeis@ U W lotingd sbom UHTs Aisiloq erlinoa
Aind rm;igmsdmin‘;qib pieh nu:lgumi:haqib inlnn aediliq-nadilia Jismells
enzoteq nnCl Judoutdd nnzpuaod delo apAhydmanib goed wndisin 1ish Aanud
st A nodasiolib gy 222000 sumise Visb gniinsd innnae gnr;bnuqih o
juson gnsv ted s g 30
(nenlidod Niest) nseguld

nrnsAss galasihel el ipadsoe anshingib asAniided garuz ulgheT
floirinsmag asAsiideA (2 gsuidof pbe Aobiy ynsbsdrer auman .(*1‘\\\?.\1‘)‘\(;}
inromo Anbil plidsan nguiyAgnil fnh  nsnnAok 1sqphaom neAL
asids Asbit ns@ Juibrnes2 uh aggauAgnil usis viglens feam 1Bh apninniod
neenuAgnil asnignion nRynob HaRo2 detss slidens nangdoel 1cqubnoio
dndran rRdBI S asduhogib Jogane nodoiidod 2ietlsnh udans!
asdds smitatib dsbuz alidegs neb Jndssy2sl nRlulon) ifunoreorm dpbue
neiense dslib 519232
nedsiide aeiland

duined unye isgsdse auAniided eieilsns apdinsgnom 2houO 2
st aeidimebse st AsAisynorn Ul noAlizafignon g8 vizitnos
meleh apAsjided Jaudmor mey feb anzshoel neAitsdmom yneeb cygrister
andeaugih zieiluns sind neAsiided ailons plp ™ asantugodl inudemodt
aoh i2lmni noBnEEENSY PSP 1 10) A H R grilng gnsy aTShy el rnslsh

aeAsiidod noipngney £ gl Anbil quABona Brsyt Jqebring OLGSAZNBZNS

——

(&

e —

o1 Jor wnd (-
o dal el ¢
20 Il AT oS G Vi sttt A paclsh i) 2.4 e

0t



dengan memilah-milahkannya ke dalam sejumlah komponen-komponen
tetapi juga perancangan dan sintesis alternatif-alternatif baru, Kegiatan-
kegiatan yang tercakup dapat direntangkan mulai penelitian untuk
menjelaskan atau memberikan pandangan terhadap isu-isu atau masalah-
masalah yang terantisipasi sampai mengevaluasi suatu program yang
lengkap.

Dengan demikian analisis kebijakan tidak diciptakan untuk
membangun dan menguji teori-teori deskriptif yang umum, seperti teori-
teori politik dan sosiologi mengenai elit pembuatan kebijakan atau teori-
teri ckonomi mengenai determinan pembelanjaan publik. Analisis
kebijakan melampaui apa yang dicapai oleh disiplin-disiplin tradisional.
Jika disiplin-disiplin trdisional sekedar menjelaskan keteraturan-
keteraturan empiris, analisis kebjjakan mengkombinasikan dan
menstransformasikan substansi dan metode beberapa disiplin, dan lebih
jauh lagi menghasilkan informasi yang relevan dengan kebijakan yang
digunakan untuk mengatasi masalah-masalah publik tertentu.

Selain itu tujuan analisis kebijakan melebar melampaui produksi
“fakta” mengingat para analisis kebijakan juga berusaha untuk
memproduksi informasi mengenai nilai-nilai dan serangkaian tindakan
vang dipilih. Karena itu, analisis kebijakan juga meliputi evaluasi
kebijakan dan rekomendasi kebijakan.

Pemahaman tentang lingkungan dan sistem politik sangat penting

K PEDIIEE YR [N R |y Yy T nsinsnn bnsmian smnasminhasman canarti oo
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respon terhadap kebijakan tidak akan dapat dipahami ataupu
diantisipasi. Tujuan dari analisis-analisis kebijakan tersebut untul
mengetahui apakah kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai yan
diharapkan dan apabila tidak ada kesesnaian maka sesegera mungkir

akan diadakan perubahan-perubahan ataupun revisi-revisi.

1.4.5.3 Proses Formulasi Kebijakan

Dalam formulasi sebuah kebijakan melewati beberapa proses, yaitu:

1) Mengidentifikasikan Alternatif

Sebelum pembuat keputusan memformulasikan kebijakan, mak:
terlebih dahulu harus melakukan identifikasi terhadap alternatif untuk
kepentingan pemecahan masalah tersebut. Alternatif-alternatif kebijakar
ini tidak begitu saja tersedia di hadapan pembuat kebijakan. Terhadag
problema yang hampir sama atau mirip dapat saja mungkin dipakai
alternatif-alternatif kebijaksanaan yang telah dipilih, tetapi terutama bagi
problema-problema baru pembuat kebijakan dituntut untuk secara kreatif
menemukan alternatif-alternatif kebijakan yang baru. Alternatif-alternati
yang baru inipun periu diberikan identifikasinya sehingga masing-masing

nampak jelas karakteristiknya. Pemberian identifikasi yang benar dan
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2) Mendefinisikan dan Merumuskan Alternatif

3)

Kegiatan mendefinisikan dan merumuskan alternatif ini bertujuan
agar masing-masing alternatif yang telah dikumpulkan oleh pembuat
kebijakan itu tampak jelas pengertiannya. Semakin jelas alternatif itu
diberi pengertian (didefinisikan, maka akan semakin mudah pembuat
kebijakan menilai dan mempertahankan aspek positif dan negatif dari
masing-masing alternatif tersebut. Sebaliknya alternatif yang tidak dapat
didefinisikan atau dirumuskan dengan baik maka tidak akan dapat dicapai
secaras baik sebagai kebijakan untuk memecahkan masalah.

Menilai Alternatif

Menilai alternatif adalah kegiatan pemberian bobot (harga) pada
setiap alternatif, sehingga nampak dengan jelas bahwa setiap alternatif
mempunyai nilai bobot kebaikan dan kekurangannya masing-masing.
Dengan mengetahui bobot positif dan negatif dari masing-masing

alternatif itu membuat pembuat keputusan akan mengambil sikap untuk

menentukan alternatif mana yang lebih baik memungkinkan untuk

dilaksanakan/dipakai. Alternatif yang memiliki bobot positif yang lebih
besar dibandingkan dengan bobot negatifnya, maka apabila diambil
sebagai alternatif kebijakan akan memberikan dampak atau akibat yang
positif pula.

Untuk dapat melakukan penilaian terhadap alternatif dengan baik

diperlukan kriteria tertentu. Kriteria ini tidak hanya mempunyai konotasi

Lol e s mmnllrm bmernen hinsrmn dan wrnl-n tatani srana 1anh lahih
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relevan

Peramalan sehingga dapat menyediakan Pengetahuan Yang relevap

dengan kebijakan tentang masalap, yang akan terjadj dimasa mendatang

“ M. Irfan Islami, Op Ciy, hat, 9 g5
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sebagai akibat dari diambilnya alternatif, termasuk tidak melakukan
sesuatu. Peramalan dapat menguji masa depan yang possible, potensial
dan secara normatif bernilai, mengestimasi dari kebijakan yang ada atau
yang diusulkan, mengenali kendala-kendala yang mungkin akan terjadi
dalam pencapaian tujuan, dan mengestimasi kelayakan politik (dukungan
oposisi) dari berbagai pilihan,

Bentuk formulasi dari kebijakan negara itu dapat berupa retire
Jormulation yaitu proses merumuskan kembali usulan-usulan kebijakan
negara secara berulang-ulang sehingga bersifat rutin dan tidak banyak
berubah karena seringkali muncul pada agenda pemerintah. Bisa juga
berupa analogous formulation yaitu perumusan kebijakan yang
memperlakukan suatu problema baru sama halnya dengan apa yang
pernah dilakukan pada usulan-usulan kebijakan yang pernah terjadi
sebelumnya, jadi dicari analoginya. Kadang-kadang juga berupa creative
Jformulation, yaitu proses perumusan kebijakan dengan memperlakukan
suatu problema melalui cara-cara baru (kreasi baru) yang tidak pernah

dipraktekkan pada usulan-usulan kebijakan sebelumnya.

1.4.6. Proses Pengambilan Keputusan

1.4.6.1 Teori-teori Pengambilan Keputusan Kebijakan Publik

Adn &2nn tanal Anlhie mnanrcnonhilan bamntionn Fahiialan sarrhlil Tatioca



Teori Rasional Komprehensif merupakan teori pengambilan
keputusan yang paling terkenal dan mungkin pula paling banyak
digunakan dan paling banyak diterima oleh kalangan luas. Unsur-unsur
utama dari teori ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

a) Pembuat keputusan diharapkan pada svatu masalah tertentu dapat
mengambil kebijakan yang dapat dibedakan dari masalah-masalah
yang dapat diperbandingkan satu sama Jain.

b} Tujuan-tujuan, nilai-nilai atau sasaran yang mempedomani pembuat
keputusan amat jelas dan dapat ditetapkan rankingnya sesuai dengan
urutan kepentingan.

¢) Berbagai alternatif untuk memecahkan masalah tersebut diteliti
secara seksama

d) Akibat-akibat (biaya dan manfaat) yang ditimbulkan oleh setiap
alternatif yang dipilih diteliti.

e) Setiap alternatif dan masing-masing akibat yang menyertainya dapat
diperbandingkan dengan alternatif-alternatif lainnya.

f) Pembuat keputusan akan memiliki alternatif dan akibat-akibatnya
yang dapat memaksimalkan tercapainya tujuan, nilai atau sasaran
yang telah digariskan, 4>

2) Teori Inkremental

Teori inkremental dalam pengambilan keputusan mencerminkan
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yang harus dipertimbangkan (seperti dalam teori rasional komprehensif)

dan pada saat yang sama merupakan teori yang lebih banyak

menggambarkan cara yang ditempuh oleh pejabat-pejabat pemerintah di

negara kita dalam mengambil keputusan sehari-hari, yang mana waktu

yang digunakan singkat, biaya yang sedikit, tidak perlu menggunakan

para ahli kebijakan dan dengan kesadaran nilai yang memadai.

Pokok-pokok teori inkremental dapat diuraikan sebagai berikut:

a)

b)

d)

Pemilihan tujuan atau sasaran dan analisis tindakan empiris yang
diperlukan untuk mencapainya, dipandang sebagai sesuatu hal yang
saling terkait daripada sebagai sesuatu hal yang saling terpisah.
Pembuatan keputusan dianggap hanya mempertimbangkan beberapa
alternatif yang langsung berhubungan dengan pokok masalah, dan
alternatif-alternatif ini hanya dipandang berbeda secara inkremental
atau marginal bila dibandingkan dengan kebijakan yang ada
sekarang.

Bagi setiap alternatif hanya sejumlah kecil akibat-akibat yang
mendasar saja yang akan dievaluasi.

Masalah yang dihadapi oleh pembuat keputusan akan diredifinisikan
secara teratur. Pandangan inkrementalis memberikan kemungkinan

untuk mempertimbangkan dan menyesuaikan tujuan dan sarana,
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e) Bahwa tidak ada keputusan atau cara pemecahan yang tepat bagi
setiap masalah. Batu uji bagi keputusan yang baik terletak pada
keyakinan bahwa berbagai analisis pada akhirya akan sepakat pada
keputusan tertentn, meskipun tanpa menyepakati bahwa keputusan
itu adalah yang paling tepat sebagai sarana untuk mencapai tujuan.

f) Pembuatan keputusan yang inkremental pada hakekatnya bersifat
perbaikan-perbaikan kecil dan hal ini lebih diarahkan untuk
memperbaiki ketidaksempurnaan dari upaya-upaya konkrit dalam
mengatasi masalah sosial yang ada sekarang dari pada sebagai upaya
untuk menyodorkan tujuan-tujuan sosial yang sama sekali baru di
masa yang akan datang. *®
Dengan mendesaknya suatu masalah yang segera diselesaikan

ditambah dengan kurangnya pengalaman dan sumber-sumber lain yang

diperlukan untuk metakukan analisis yang komprehensif terhadap semua
alternatif untuk memecahkan masalah yang ada, membuat teori ini
banyak digunakan.
3) Teori Pengamatan terpadu
Teori ini merupakan gabungan beberapa poin dari dua teori
sebelumnya, yang mana Amitai Etzioni (ahli sosiologi organisasi)
sebagai penganjur teori ini setuju terhadap kritik-kritik para teoritisi

inkremental yang diarahkan pada teori rasional komprehensif, akan
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teori inkremental, seperti keputusan-keputusan yang dibuat oleh para
pembuat keputusan penganut model inkremental akan lebih mewakili
atau mencerminkan kepentingan-kepentingan dari kelompok-kelompok
yang kuat dan mapan serta kelompok-kelompok yang mampu
mengorganisasikan kepentingannya dalam masyarakat, sementara itu
kepentingan-kepentingan dari kelompok-kelompok yang lemah dan
secara politis tidak mampu mengorganisasikan kepentingannya praktis
akan terabaikan. 4

Atas dasar berbagai pertimbangan dan asumsi bahwa kebijakan
pengoperasian Bus Trans Jogja telah diputuskan melalui proses atau
tahapan pengambilan keputusan yang panjang (termasuk dibahas oleh
DPRD Kota) serta melalui berbagai pertimbangan-pertimbangan
tertentu, maka teori formulasi kebijakan/pengambilan keputusan
kebijakan publik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori
Rasional Komprehensif. Dengan penggunaan teori ini akan dapat dinilai
apakah proses formulasi kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kota
Yogyakarta sudah sesuai dengan proses yang harus dilalui dalam
formulasi kebijakan atau belum, serta sesuai tidaknya dengan peraturan
perundang-undangan dan peraturan pemerintahan yang ada.

Dengan mengadopsi teori ini, penelitian ini akan menilai apakah

kebijakan Bus Trans Jogja sudah mempertimbangkan cost and benefit
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serta telah melakukan analisis yang mendalam baik dalam aspek teknis,

ekonomis dan sosial yang mendalam sebelum pengambilan keputusan

dilaksanakan, dan sebagainya.

1.4.6.2. Kriteria (Nilai atau Norma) Pengambilar Keputusan *®

1y

Nilai-nilai Politik

Pembuat keputusan mungkin membuat penilaian atas keputusan
alternatif kebijakan yang dipilihnya dari sudut pentingnya alternatif-
alternatif itu bagi partai politiknya atau bagi kelompok-kelompok klien

dari badan atau organisasi yang dipimpinnya atau dia berada.

2) Nilai-nilai Organisasi

3)

D

Para pembuat keputusan, khususnya birokrat (sipil atau militer),
mungkin dalam mengambil keputusan dipengaruhi oleh nilai-nilai
organisasi di mana ia terlibat di dalamnya.

Nilai-nilai Pribadi

Hasrat untuk melindungi atau memenuhi kesejahteraan atau kebutuhan
fisik atau kebutuhan finansial, reputasi diri, atau posisi historis
kemungkinan juga digunakan oleh para pembuat keputusan sebagai
kriteria dalam pengambilan keputusan.

Nilai-nilai Kebijakan

Para pembuat keputusan melakukan tindakan secara bijaksana dan
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3) Nilai-nilai Ideologis
Para pembuat keputusan melakukan tindakan berdasarkan ideologi yang

dipegangnya dalam setiap keputusan yang dikelvarkannya.

1.4.6.3 Proses Pengambilan Keputusan

Menurut Wheelen dan Hunger, setelah mendalami berbagai proses
pengambilan keputusan strategik, model yang lebih komprehensif dibandingkan
dengan model-model yang lain adalah model yang mengenal tiga fase, yaitu:

Fase Pertama disebut formulasi strategi yang terdiri atas enam langkah
sebagai berikut: (1) mengevaluasi hasil-hasil yang dicapai saat ini, kemudian
memeriksa dan mengevaluasi misi tujuan, sasaran, dan kebijakan (organisasi)
yang berlaku saat ini; (2) review yang dilakukan oleh manajer-manajer strategik
yakni dewan pengurus dan manajemen puncak; (3) scanning lingkungan
eksternal, memilih faktor-faktor strategik terutama peluang dan ancaman; (4 )
scanning lingkungan internal, memilih faktor-faktor strategik berupa kekuatan dan
kelemahan; (5) menganalisis faktor-faktor strategik dalam kerangka situasi yang
sedang berlangsung, termasuk mereview dan merevisi (jika perlu), visi dan
sasaran (oraganisasi); (6) mengembangkan, mengevaluasi alternatif-alternatif
terbaik.

Fase Kedua, yaitu implementasi strategi yang merupakan langl;rah ketujuh.

Fase ini mencakup langkah-langkah penyusunan program, penganggaran, dan
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Fase ketiga, disebut evaluasi dan control yang merupakan langkah

kedelapan. *

1.4.7. Formulasi Kebijakan Publik

Sebagai langkah awal, proses formulasi kebijakan transportasi harus
melihat dan memperhatikan lima komponen transportasi sebagai suatu sistem
teknologi, yaitu kendaraan, tenaga penggerak, jalur pergerakan, terminal/halte dan
sistem pengendalian. Dengan memperhatikan kelima komponen tersebut dan
kemudian ternyata ada sebuah komponen atau beberapa komponen yang dirasa
kurang begitu efektif atau memiliki beberapa kendala, kekurangan atau perlu
perbaikan dan pembaharuan, maka perlu bagi pemerintah (dalam hal ini Dinas
Perhubungan) merekomendasikan suatu usulan perbaikan komponen transportasi
tersebut, yang nantinya akan dikoordinasikan dengan pihak-pihak dari instansi
atau badan lain yang terkait dalam proses perbaikan (pemecahan masalah)
komponen transportasi tersebut, seperti Dinas Tata Kota, Bappeda dan
sebagainya.

Formulasi pemecahan masalah dalam alur kerangka dasar proses
pengembangan strategi transportasi ada dua yaitu: model pendekatan sederhana
(land-use transport study) dan model integrasi sistem transportasi (infegrated
transport study). 30)

Land-use transport study menggunakan pendekatan berorientasi pada

masalah (Jed-problem approach) disebut juga dengan pendekatan “fop down”.
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Sedangkan Integrated transport study menggunakan pendekatan berorientasi pada

tujuan (led-objectives approach) dikenal dengan pendekatan “bottom up™.

1.5. Definisi Konseptual
Berdasarkan penjelasan di atas dan agar tidak terjadi kesalahan
persepsi dalam menentukan obyek penelitian, maka ada tujuh definisi
konseptual yang perlu kami kemukakan. Ketujuh definisi konseptual tersebut
adalah sebagai berikut:
1. Manajemen Transportasi
Manajemen transportasi adalah mempelajari atau bagaimana menciptakan
usaha yang efektif secara efisien dan produktif, melalui fungsi dan siklus
tertentu, dalam rangka mencapai tujuan atau peran transportasi serta untuk
meminimalisir segala persoalan transportasi.
2. Lalu Lintas
Dalam manajemen lalu lintas terutama manajemen rekayasa lalu lintas di
jalan raya diperlukan pengkajian yang lebih teliti agar diperoleh tingkat
efisiensi dari pergerakan lalu lintas secara menyeluruh dengan tingkat
aksessibilitas yang tinggi melalui penyeimbangan antara permintaan
dengan sarana transportasi yang tersedia.
3. Fungsi Bus Patas
Bus patas berfungsi melayani penumpang dengan karakteristik semua

penumpang mendapatkan tempat duduk. Bus patas umumnya tidak
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satu bentuk bus patas yang hanya menaikkan dan menurunkan penumpang
pada tempat-tempat tertentu (halte yang disediakan).

. Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah pilihan atau tindakan yang dilakukan maupun
tidak dilakukan oleh pemerintah, namun tidak hanya berisi beberapa
pikiran atau pendapat para pejabat yang mewakili rakyat, tetapi opini
publik (public opinion) juga mempunyai porsi yang sama besarnya untuk
diisikan (tercermin) dalam kebijekan-kebijakan negara (publik). Setiap
kebijakan negara (publik) harus selalu berorientasi pada kepada
kepentingan publik (public interest).

Proses Formulasi Kebijakan

Proses formulasi kebijakan merupakan suatu tahapan di mana proses
pembuatan kebijakan dilakukan. Formulasi kebijakan yang berupa
pembangunan dan sistesis alternatif-alternatif pemecahan masalah, pada
dasarnya merupakan aktivitas konseptual dan teoritis.

. Proses Pengambilan keputusan

Proses pengambilan keputusan merupakan suatu proses di mana di sana
terjadi pergulatan kepentingan nilai-nilai politik, organisasi, pribadi,
kebijakan, dan ideologis. Dalam proses ini memerlukan landasan teori
sebagai pijakannya dan kebanyakan di negara dunia ketiga. Seperti
Indonesia dan khususnya mengenai kebijakan pengoperasionalan Bus

Trans dan sarana prasarananya ini para pengambil keputusan
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waktu yang digunakan singkat, biaya sedikit, tidak perly menggunakan
Para ahli kebijakan dap dengan kesadaran nila; Yang memadai.
7. Formulasi Kebijakan Transpotasi

Formulasi kebjjakan transportasi sebagai proses pemecahan masalah
dalam alur kerangka dasar proses pengembangan strategi transportasi
menggunakan dua mode] Ppendekatan yaitu: mode] yang berorientasi pada
masalah atau disebut juga dengan pendekatan “top down” (land-use
transport study) dan model yang berorientasi pada tujuan atau dikena]

dengan pendekatan « bottom up” (integrated transport study),

1.6. Definisi Operasional
Menurut Sofyan Effendi, definisi operasional adalah unsur penelitian
yang memberitahukan bagaimana Caranya mengukur suatu variabel, Dengan
kata lain, definisi operasional adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimé
caranya mengukur suatu variabel, 59
Penelitian terhadap formulasi kebijakan pengoperasian Bus Trans
Jogja. akan menganalisis data menggunakan indikator-indikator sebagai
berikut:
1. Latar Belakang Permasalahan Kebijakan
a. Faktor Teknis
b. Faktor Ekonomi

¢. Faktor Sosial

D Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, Op. Cit, hal. 46,

45
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2. Analisis Formulasi Kebijakan Pengoperasian Bus Trans Jogja
a. Rencana Kebijakan Pembangunan dan Pengelolaan Bus Trans Jogja
b. Tahapan kebijakan.
1) Tahapan Kebijakan oleh Pemerintah (eksekutif)
2) Tahapan Pembahasan dan Pengesahan Oleh Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (legisiatif)
3. Partisipasi Masyarakat dalam Proses Formulasi Kebijakan
a, Proses Sosialisasi
b. Masukan terhadap kebijakan
4. Respon Pemerintah Terhadap Komplain/Masukan dari Masyarakat.
a) Pemnyataan sebagian masyarakat yang menyatakan keberadaan Trans Jogja

mengurangi pendapatan mereka.

b) Adapula yang menyatakan untuk Trans Jogja perlu adanya perbaikan agar

masyarakat [ebih tertarik menggunakan Trans Jogja

1.7. Metode Penelitian
1.7.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis Penelitian Deskriptif (Descriptive Research).
Dalam penelitian deskriptif data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan
bukan angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif.
Selain itu, semua yang dukumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa

yang sudah diteliti. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-

] . V. mmm a—m b id Thrdn Mo alemead



sigol, eng1 T 200fl paizersqonas’i nuslujidoA irnlumto™ dailuns L
spsob ensit 2udl neaslolognu® ash npnugnedinsd ruslsiidel sneonssl a
qeslsiided nsqudsT A
(owhaado) rdalninomet doto aedsjided anqorleT (I
nclidswreY aswol dolO asdrespnsd nsb neendedmsd negsidsl (&
ki) distoa( 16 2405l
ardsiided] izsloms™ eo204T meluh dndmngae ) fangiziiia® &
teneilnicor 29zu:1 .6
nsAsiidod qulntion ngduzeM
Jedetaerl b apluesMuislyaiod qebedwT detnismed nogeofl L1
sigol engl aszhuadod usdstzynsnn gnsy icdosvenm ruigndor nsslsqistt (a

Jolsram anisqebisy ixacmgnon

1638 #84isdeg £¢mbs vieg sigol anetT dutms ocliieynu ane¢ sloomba  (d

sigol enml npdsmngynuro dignar didst odos 2em

fisiiilono? shoyedd T4
unitilons’ eiosh  ).V.1
AN g riapousQy Higivleod auitiionst pinui Auectiie ol noililonsd
nsb 1edmsg sied-sind squred nedlugrasdib gnsy sish Nigislaab nsiilreg melnd
dimetilsird sbatera nnqmaneg synsbs dolo middedeeib ini 1M ilpns-slgns nsdid
sua qubgibsr i ibsjnort nenidgaumodhod nsHuqenlb anny sismoe i niclad

-negisud ietiod ncds neisilonog amiogsl asidisob aegnsQ ilosb dobuz iy

| IFRTO] PRSI o U SR b [} . r



mungkin berupa berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto,
videotape, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi ]ainnyasz)

Penelitian deskriptif itu sendiri memiliki beberapa pengertian. Menurut
Atherton dan Klemmack, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan
memberikan gambaran tentang sesuatu dari masyarakat atau suatu kelompok
orang berupa gambaran tentang gejala atau hubungan antara dua gejala atau
lebih™

Sementara Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar menyatakan
bahwa penelitian deskriptif bermaksud membuat pemeriaan (penyandraan) secara
sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi
tertentu.*”

Pernyataan tersebut senada dengan pendapat Sumadi Suryabrata yang
menyatakan bahwa penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencandraan
secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi
atan daerah tertentu. Jadi ciri penelitian deskriptif ini adalah membuat
pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian *”

Dari beberapa pengertian tersebut dapat diketahui bahwa penelitian
deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk: (1) mencari informasi faktual
yang mendetail yang mencandra gejala yang ada; (2) mengidentifikasi masalah-
masalah atau untuk mendapatkan justifikasi keadaan dan praktek-praktek yang

sedang berlangsung; (3) membuat komparasi dan evaluasi; (4) mengetahui apa

D1 exy ] Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1998. hal. 6.

) Widiyanto, Analisa Formulasi Kebijakan Pengoperasian Terminal erangan Kota Yogyakarta, Skrpsi
UMY, Yogyakarta, 2005. hal. 46.

54) ysaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, Bmm Aksara, Jakarta, 2006.
hal 4.
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yang dikerjakan oleh orang-orang lain dalam menangani masalah, agar dapat
belajar dari mereka untuk kepentingan pembuatan rencana dan pengambilan
keputusan di masa depan.

Dalam penelitian ini, penulis berusaha menggambarkan atau melukis?(an
keadaan, obyek dan subyek penelitian pada saat ini berdasarkan fakta
sebagaimana adanya. Analisis kebijakan yang penulis lakukan adalah untuk
mengetahui formulasi kebijakan guna memperoleh pengetahuan yang mendalam
tentang obyek penelitian melalui pengkajian apa yang ada dan yang terlihat.

Atas dasar itu, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini termasuk
jenis penelitian “deskriptif kualitatif”” yang penulis anggap sebagai jenis penelitian

yang paling tepat dalam penelitian ini.

1.7.2 Lokasi Penelitian
Lokasi atau tempat penelitian ini adalah di Kota Yogyakarta, Adapun
alasan-alasan penulis untuk memilih Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Melihat dibangunnya sarana prasarana Bus “Trans Jogja” di Kota
Yogyakarta seperti halte bus yang berjumlah 34 buah dan datangnya
bantuan 20 unit bus bantuan dari Departemen Perhubungan sebagai
langkah awal pengoperasian bus patas Trans Jogja dengan PT Jogja Tugu
Trans (JTT) sebagai komsorsium pengelola. Bahkan launching
pengoperasiannya telah dilaksanakan tanggal 21 Februari 2008 lalu setelah

sebelumnya dilakukan uji coba dan pengenalan kepada masyarakat (5 —20
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2. Dimungkinkan adanya kemudahan memperoleh data yang diperlukan
sesuai dengan tema yang penulis angkat karena domisili penulis tidak
begitu jauh dari Kota Yogyakarta (kurang lebih 20 km) dan penulis adalah
mahasiswa perguruan tinggi yang lokasinya berada di sekitar kawasan
Kota Yogyakarta. Hal tersebut memungkinkan penulis tidak akan
mengalami kesulitan dalam hal transportasi untuk mengumpulkan data dan

melakukan wawancara dengan dinas/instansi/pengelola terkait.

1.7.3. Data dan Sumber Data

1. Data Primer
Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait dengan
proses pembuatan kebijakan pengoperasian Bus Trans Jogja. Pihak-
pihak dimaksud adalah Pegawai Dinas Perhubungan Kota dan
Karyawan PT Jogja Tugu Trans mulai dari Jajaran Direksi, Komisaris,
Pramugari Pramugara (untuk menyebut istilah sopir dan kondektur
bus) hingga pegawai yang paling bawah (tukang cuci) serta pihak-
pihak terkait lainnya seperti Bappeda Kota, Dinas Prasarana Kota,
Dinas Tata Kota, Tim Pembangunan dan DPRD Kota Yogyakarta.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari buku-buku, media massa, makalah, dan
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1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara
Adalah teknik untuk mendapatkan data atau informasi/keterangan
dengan cara melakukan wawancara/interview terhadap orang-orang
yang terlibat langsung dengan aktivitas seputar pengoperasian bus
Trans Jogja sebagai subyek dalam penelitian ini.

2. Observasi
Adalah teknik untuk mendapatkan data melalui pengamatan langsung
di Japangan yang terkait langsung dengan masalah yang sedang diteliti
dan berfungsi sebagai pedoman untuk mencari permasalahan (pada
implementasi kebijakan yang berlangsung sekarang) yang nantinya
diteliti pada proses formulasi kebijakan terdahulu.

3. Dokumentasi
Adalah teknik pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-
dokumen, arsip dan lain-lain yang ada kaitannya dengan masalah yang

diteliti.

1.7.5 Unit Analisis
Sejalan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam
penelitian ini, makan unit analisisnya adalah orang-orang yang menjadi anggota

tim pengelola bus Trans Jogja dan pihak-pihak terkait lainnya seperti PT JTT,
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1.7.6 Teknik Analisa Data

Dalam menganalisa data penelitian ini, penulis menggunakan teknik
analisa secara kualitatif, di mana data yang diperoleh diklasifikasikan,
digambarkan dengan kata-kata atau kalimat dan dipisah-pisahkan menurut
kategori untuk memperoleh kesimpulan. Data-data yang dikumpulkan berupa
kata-kata, gambaran dan bukan berupa angka-angka. Dengan demikian, laporan
penelitian ini akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran
penyajian laporan tersebut. Data-data tersebut diperoleh dari naskah-naskah
wawancara, catatan laporan, dokumen resmi dan sebagainya.

Pada penelitian kualitatif tidak selalu mencari hubungan sebab akibat,
tetapi lebih berupa memahami siatuasi tertentu dan mencoba mendalami gejala
dengan mengintepretasikan masalahnya atau menyimpulkan kombinasi dari

berbagai arti permasalahannya sebagaimana disajikan oleh situasinya.

1.8 Sistematika Penulisan

Dalam penyajian skripsi ini, penulis membagi dalam beberapa bab agar
pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh gambaran secara
umum dalam setiap babnya.

BABI PENDAHULUAN

Pada bab pertama berisi tentang latar belakang, perumusan

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka dasar teori,
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BAB 11

BAB IIT

BABIV

DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN

Pada bab kedua berisi tentang deskripsi Kota Yogyakarta
baik mengenai kondisi wilayah, sosial ekonomi, tata guna lahan,
hingga kondisi transportasi di wilayah Kota Yogyakarta. Serta
memaparkan deskripsi bus patas Trans Jogja, mulai dari kondisi
bus, halte, jalur yang dilalui, serta personil yang terlibat dalam
pengoperasian bus Trans Jogja. Termasuk dalam deskripsi ini
adalah proses pembangunan dan penyiapan sarana pra sarana
sebelum pengoperasian bus patas tersebut.
TAHAP KEBIJAKAN BUS TRANS JOGIA

Pada bab ini berisi tahapan-tahapan dari kebijakan
pengadaan bus Trans Jogja sejak awal hingga sekarang, yaitu:
Kebijakan Penyusunan RUTRK, Keputusan Menteri Perhubungan
tentang Transportasi Umum, Kebijakan Penyusunan Rancang
Bangun Bus Trans Jogja, Tahap Pra Konstruksi, Kebijakan
Penyusunan ANDAL Lalu Lintas dan ANDAL Pembangunan
Halte Bus, Kebijakan Pengoperasian Bus Trans Jogja oleh
Pemerintah dan Pihak Ketiga.
PENUTUP

Pada bab keempat ini berisi tentang latar belakang

permasalahan kebijakan, formulasi kebijakan pengoperasian bus

- * . PLEEL S [ — - Arlnicia  smwAmAn Frwrrilnad



kebijakan, dan tanggapan pemerintah atau pihak terkait terhadap
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